
Menimbang

SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMEzuNTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerap€rn
SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat
digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan
Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Pengelolaal Risiko di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

Pasa,l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubuk Indonesia
Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan Lembatan Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Ta}run 2O2l
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67361;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2O2l tentatg Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor
246, Tambaltan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

4.Undang-Undang ..... / 2
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2O2l tentang Perubahal Kedua atas Undalg-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undalg-Undang Nomor 12 Tahun
20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68O 1);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali teralhir dengal Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

lo.Peraturan ...../3
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Letern Pemerintah (kmbaran Negara
Republik Indonedia Tahun 20O8 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tet;tang
pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonedia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara
Reublik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang
Kewenangan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penrbahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua
Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR
PENGELOI.AAN zuSIKO DI
PROVINSI PAPUA TENGAH.

TENTANG
LINGKUNGAN

PEDOMAN
PEMERINTAH

BAB r ......./4
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah;
4. Inspektorat Provinsi yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah

perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern
pemerintai yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur;

5. Perangkat Daerah adalah unsur Organisai atau lembaga pada
Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur dalam
rangka penyele nggaraan Pemerintahan Daerah.

^ 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat
SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit keda
yang bertanggungiawab melaksanakan pengelolaan risiko;

8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas mema-ntau
pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah
Daerah dan perangkat daerah;

9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian
tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah;
Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian

10. yang sudah ada;
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah

teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya
dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status
risikonya;

72. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan,
mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat
berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan;

13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah
uraian tentang kegiatan pengendalian yang al<an dilakukan oleh
perangkat daerah;

14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar, rencana, atau nonna yang telah
ditetapkan;

15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu
kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanazrn daerah untuk
periode 5 (lima) tahun;

17. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaErn satuan
kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

18. Kebijakan....../5
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18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun;

19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program setragai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum
disepalati dengan DPRD;

20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatart
perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar
pen)'usunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagt
pejabat/ seluruh pegawai pada Provinsi Papua Tengah untuk
melakukan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah.

(21 Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam
mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
Pemerintah Daerah.

BAB II
PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

(1)
(2)

(3)

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan resiko.
Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan
strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
a. Pengembangan budaya sadar risiko;
b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko;dan
c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.
Pedoman Pengelolaan Resiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur
ini.

(3)

Bagian Kesatu
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi
Pemerintah Daerah.

(21 Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:
a. Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh

tingkatan organisasi disetiap satuan kerja; 
b. Internalisasi ..../6
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b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan
keputusan diseluruh tingkatan organisasi;dan

c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang
mendukung penciptaan budaya risiko.

(3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), berupa:
a. Pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
c. Penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
d. Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelola Risiko

Pasal 5

(1) Dalam melakukan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dibentuk
struktur pengelola risiko, yang terdiri atas:
a. Gubemur sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan

pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
c. Gubernur dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik

Risiko (UPR);
d. Asisten Sekda sebagai unit kepatuhan;dan
e. Inspektur Provinsi sebagai penanggung jawab pengawasan;

(21 Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah
kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan
risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan
Pemerintah Daerah;

(41 Gubernur dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan
pengelolaan risiko di lingkup kerjanya;

(5) Asisten Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit
pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat
daerah;

(6) Inspektur Provinsi sebagai penanggung jawab pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan
keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko
Pemerintah Daerah.

(1)

Pasal 6
Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah,
Kepala Daerah membentuk Komite Pengelolaan Risiko;
Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Kepala Daerah sebagai ketua;
b. Kepala Baperida sebagai koordinator merangkap anggota; dan
c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

(2)

Pasal7 ...... /7
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Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki
tugas:
a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah

Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko
yang disampaikan kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;

b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon Il;dan
c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

risiko

Pasa] 9

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas:
a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah

Daerah;
b. menlrrsun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah

Daerah;
c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil

identifikasi dan analisis risiko; dan
e. menatausahakan proses pengelolaal risiko.

(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf b memiliki tugas;
a. menJrusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada

OPD masing-masing;
b. men5,'usun rencana ke4'a pengelolaan risiko di tingkat unit eselon

II pada OPD masing-masing;
c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran strategis OPD;
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil

identifikasi dan analisis risiko; dan
e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas.
a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran kegiatan;
b. melakukan kegiatan pen€rng€rn€rn dan pemantauan risiko hasil

identifikasi dan analisis risiko; dan
c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga ...../8
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Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 10

(1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
b. Penilaian risiko;
c. Kegiatan pengendalian;
d. Informasi dan komunikasi; dan
e. Pemantauan.

(21 Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
(3) Setiap siklus sebagaimala dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode

penerapan selama 1 (satu) tahun.
(41 Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara
keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan
dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk
menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam
mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada
tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentilikasi kelemahan-
kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua
Peniiaian Risiko

Pasal 12

(1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentihkasi risiko yang
dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan
merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk
memperkecil risiko.

(2) Penilaian risiko dilakukan atas:
a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
b. tujuan strategis (entitas) OPD; dan
c. tujuan operasional (kegiatan) OPD.

(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan
proses pen,'usunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya
RPJMD.

(41 Penilaian risiko atas tuJurn strategis (entitas) OPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan
proses penJ rsunan renstra OPD atau segera setelah diselesaikannya
renstra OPD.

(5) Penilaian . ..... / 9
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(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD sebagaimana
dimal<sud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan
proses penyusunan RKA OPD atau segera setelah diselesaikannya RKA
OPD.

(6) Proses penilaian risiko meliputi
a. Penetapan konteks/ tujuan;
b. Identifikasi risiko; dan
c. Analisis Risiko.

Pasal 13
Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan
dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 14
(1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan

instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan
rencana kinerj a tahunan.

(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu
konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (entitas) OPD,
dan konteks operasional (kegiatan).

(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan
berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana
tercantum dalam dokumen RPJMD.

(4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) OPD ditetapkan berdasarkan
tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra
OPD.

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan
tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA OPD.

Pasal 15

(1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman
yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.

{2) Kriteria penilaian risiko meliputi :

a. Skala dampak risiko;
b. Skala kemungkinan risiko; dan
c. Skala tingkat risiko.

Pasal 16

(1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentilikasi risiko yang dapat
menghambat pencapaian ttuan di lingkungan Pemerintah Daerah
yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis
(entitas) OPD, dan tujuan operasional (kegiatan) OPD.

(2) Tahap pelaksanaan identifrkasi risiko meliputi kegiatan :

a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian
tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak
risiko;

b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 17 ...... I 10
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Pasal 17

(1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu
sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

{21 Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk
menciptakan renczrna tindak pengendalian.

(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan :

a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
b. memvalidasi risiko;
c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;

dan
d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian.

Paragraf Ketiga
Kegiatan Pengendalian

Pasai 18

(1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk
mengimplementasikan rencana tindak pengendalian.

{21 Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi kegiatan :

a. pembalgunal infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat
berupa kebijakan dan/ atau prosedur;

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat
Informasi dal Komunikasi

Pasal 19

(1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah
terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap
tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan
pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan
pengendalian.

(21 Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana
informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan
risiko.

Paragraf Kelima
Pemantauan

Pasal 20

(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan
risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

(21 Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari
Kepala Daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/ Kepala
Bidang (Pejabat Eselon III), KepaLa Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat
Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

(3) Pelaksaan llt
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(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh
Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.

(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh
Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko
meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 2 1

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko,
Pemerintah Daerah men5rusun laporan pengelolaan risiko.

(21 Laporan pengelolaan risiko meliputi :

a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko;
b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.

(3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari
penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis
(entitas) OPD/SKPD, dan penilaian risiko operasional OPD.

(41 Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemiJik risiko
disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat
Daerah dan unit kepatuhan internal.

(5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat l2l
huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana
tindak pengendalian.

(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara
tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan
kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.

(71 Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas
Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko
Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan
tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko
Tingkat Eselon II.

(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara
tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan
kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.......l12
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengr-rndangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 November 2023

PJ. GUBERNUR PAPUATENGAH,
cAP/T:rD

RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 24 November 2023

PIh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
PIh. KEPAI./, BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF I,ALLO,SH
NIP. 1972 1020 200312 2 006



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 67 TAHUN 2023
TANGGAL 24 NOVEMBER 2023

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13
ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan
penilaian risiko; dan

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan
Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman
Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:
1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan

Pemerintah Daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta

memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan
Provinsi Papua Tengah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO
A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Provinsi Papua Tengah
dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis
(entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD.
Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Provinsi Papua Tengah
dilakukan atas tujuan dan sasaran strategis pada program prioritas
Pemerintah Daerah, tujuan dan sasaran strategis pada tingkat program
utama OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD.
1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
strategis pada program prioritas Pemerintah Daerah yang tertuang
dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan atau Rencana Keq'a Pemerintah Daerah (RKPD) tahun
dilakukanya identifikasi risiko. Pengelolaan risiko strategis tingkat
Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur, dibantu oleh Kepala
OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah
koordinasi Sekretariat Daeralt.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD
Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-
risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pada program
utama OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis
OPD (Renstra OPD) dan atau Rencana Kerja Tahunan (Renja) tahun
dilakukannya identifikasi risiko. Pengelolaan risiko strategis OPD
dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jaj aran
manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan
Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3.

3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD Pengelolaan risiko operasioal
OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan
sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam
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dokumen perencErnaan kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan
Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau
RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD
dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran
manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2
dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman
yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di
lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis
atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan
keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat
risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penang€rnan
lebih lanjut. Kriteria peniaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala
Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Te{adinya (Probabilitas) Risiko,
dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).
1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam ana-lisis dampak
risiko.

Tabel 1. 1

Tabel skala dampak risiko

2. Skala Probabilitas Risiko
Tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensid alam
analisis kemungkunan terjadinya risiko.

Tabel 1.2
Tabel skala babilitas risiko

Sangat signilikan / sangat
besar

5 Pengaruh terhadap pencapaial
tujuan sangat sigrifikan.

Signifikan / Besar 4 Pengaruh terhadap pencapaian
tuiuan tingei / simifft an.

Sedang/Medium Pengaruh terhadap pencapaian
tuiuan sedang.

Kurang signifi kan /kecil 2 Pengaruh terhadap pencapaian
tujuan rendah /kurang signifikan.

Tidak Signilikan/Sangat
Kecil

1 Pengaruh terhadap pencapaian
tuiuan tidak sigrifrkan

Sa-ngat sering 5 Sangat sering,
hampir pasti terjadi
(probabilitas >8O%)

Dapat te{adi beberapa
kali dalam 1 tahun

Sering 4 Sangat sering,
hampir pasti te{adi
(probabilitas >8O%)

Kemungkinan terjadi
seka-li dalam 1 tahun

Moderat Sangat sering,
hampir pasti te{'adi
(probabilitas >8O%)

Kemungkinan te{adi
sekali da-lam 1-5 tahun

Jarang 2 Sangat sering,
hampir pasti tedadi
(probabilitas >80%)

Kemungkinan
sekali dalam
tahun

te4'adi
5- 10

Salgat Jarang 1 Sangat sering,
hampir pasti te{adi
(probabilitas >8O%)

Kemungkinan
sekali dalam
ta.l"un

terl'adi
to-20

3. Skala Nilai Risiko

Kategori dampak I Stor Uralen

I(ategori Skor
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Skor nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor
dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk
menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar
pengambilan keputusan dapat diterim a (acceptablel atau area tidak
dapat diterim a (unacceptablel.

Tabel 1.3
Matriks Analisa Risiko

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko
Tabel 2.1

Timeline Pengelolaan Risiko

Matrik Rlslko
Konsekuensi/ Dampak

Tidak
Sigrifftan

Kurang
Signifrkan Sedang Signifrkan Sangat

Simifrkan

G

algat
enn
enng

a
tro

oderat

arang
angat
aran

Tinggi Tinggr

Sedang TinCCi TinCCi

Sedang Sedang Tinggr TingCr

Sedang Tinggr Tinggr

Sedang Sedang Tinggi

No, UIal*u TahapaE
Maaajemea
Peeda

Pels.tar,na Outwt
Tahapaa
Pcrgelolean
Rtstko

I Proses
penlrusunan
RPJMD
(Satu tahun
sebelum
RPJMD 5
tahunan
bedalan sd
RPJMD
ditetapkan)

koseg
penjrusunan
RPJMD

Arahan dan
kebijakan
peni.taian risiko 5
tahunan
Penlrusunafl
Risiko Strategis
Pemda

- Kornite
pengelolaan
Risiko

- Sekda
selaku
Koordinator

- UPR Pemda
(Kepala
Daerah dan
Kepala
oPD/
SKPD)

Dokumen
Arahan dan
kebijakan
penilaian
risiko 5
Tahunan
Daftar Risiko
dan RIP
Strategis
Pemda

koses
penjmsunan
Renstra
OPD (Satu
tahun
sebelum
RPJMD 5
tahunan
betjalan sd
RPJMD
ditetapkan)

Proses
penJruaunaIt
Renstra
OPD

Perry.rsunan Risiko
Strategis (Entitas)
OPD

- Kornite
pengelolaan
Risiko

- Sekda
selaku
Koordinator

. UPR
Tingkat Es.
2 (Kepala
Daerah dan
Kepala
oPD/
SKPD)

Daftar Risiko
dan RTP
Strategis
(Entitas) OPD

3 Penyusunan
RKPD dan
Renja OPD

Araha! dan
kebijakan
penilaian risiko
tahuaan

4 Agustus- Pen!.usunan Pent'usunan Risiko Kepala Daftar risiko dan

Kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) menrpakan area
yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan
prioritas sangat tinggj (unacceptable nbk). Selanjutnya, kategori
sedang (kuning) dan rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat
ditoleransi dan diterima (acceptabte risk).

Sargat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Sangat Tinggi Sangat ?inggi
Sangat Tinggi

Rendah Rendah

Rendah Rendah

TEhapaD
Petrgelolga!
Rlslto

c

Januari -
Mei Teiun
20tx-t

Komite
Peagelolaart
Risiko

Dokumen
AralEn dan
kebijakar
penilaian risiko
tahunan
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September
201X r

RKA OPD
(Penetapan
rencana
sasaian &
pagu
anggaian
per
keeiatan)

Operasional OPD OPD
- Unit

Pemilik
Risiko
Tingkat Es
3, 4 OPD

RTP Operasional
OPD

5 Ol.tober
Tahun
201X- I

PenJrusunan
RAPBD,
Perda APBD

- Pengomu nikasian
Risiko dan RIP,

- Pen]rusunan atau
Revisi KSOP

- Pengomunikasian
perubahan KSOP

-Kepala
OPD

-Kordte
Pengelolaa
n Risiko

-UPR
Tingkat
Pemda,
Tingkat
Eselon 2,
3, da]I 4

-Sekda
selaku
koordinator

-Perbaikan RIP
.KSOP
-Notulen
pengomunikasi
an

-Finalisasi
Daitar risiko
dan RTP

November -
Desember
Tahun
201X- 1

PenJrusunan
Rancanga!
DPA OPD,
dan
penetapa-n
DPA OPD

7 Januari sd
Desember
Tahun 201X

Pelaksanaan
APBD

Penjrusunan atau
penyempurnaan
KSOP (Tindak
lanjut RTP)

-Komite
Pengelolaa
n Risiko

.UPR
Tingkat
Pemda,
Tingkat
Eselon 2,
3, dan 4

KSOP

Pelaksalaan KSOP -Komite
Pengelolaa
n Risiko

- Kepala
OPD

-Pelaksana
Program
dan
kegiatar

Bukti
pelaksanaan
KSOP

Berkala Pelaporar dan
monitoring risiko
dan KSOP

.UPR
Tingkat
Pemda,
Tingkat
Eselon 2,
TinBkat
Eselon 3
darr 4

-Unit
Kepatuhan

-Sekda
selaku
koordinator

- Form
Monitoring
Risiko

- Form
Monitoring TL
KTP

Pemantauan
kinerja, risiko, dan
efektifrtas KSOP
yang dibangun

Unit
Kepatuhan
Pengelolaan
Risiko

- Notulen rapat
- Laporan
pemantauan
(tahunan, 5
tahunan)

Juni-JuI
Tahun 20lX

Penjrusunan
KUA PPAS
(Penetapan
sasarar
rnakro dan
pagu
anggafan
Pemda)

Reviu dan
pemutakhiian
Risiko Strategis
Pemda.

- UPR Pemda
(Kepala
Daerah dan
Kepala
OPD/SKPD

- Sekda
selaku
Koordinator

Daftar Risiko
dan RTP
Strategis Pemda
yang
dimutakhirkan

8 Agustus-
September
201X

PenJrusuna!
RKA OPD
(Penetapan
rencana
sasaran &
pagu
€mggaran

Reeiu dan
pemutakhirarl
Risiko Strategis
(Entitas) OPD

- Kepala
Daerah

- Sekda selakr-
Koordinator

- Unit PemiLik
Risiko
Tingkat Es. !

Daltar Risiko
dan RfP
Strategis
(Entitas) OPD

I

6.

I
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per
kegiatan)

(Kepala
OPD/SKPD
dan
IGbag/ Kabii
OPD)

Januari -
Februari
Taiun
201X+1

Pelaporan
Keualgal

Pelaporarr
Pengelolaan Risiko
Tahun 20lX

- Kepala
Daerah

- Kepala
OPD

- UPR
Tingkat
Pemda,
Tingkat
Eselon 2,
Tingkat
Eselon 3
dan4-
Unit
Kepatuhan

- Sekda
selaku
koordinato
r

Laporan
Pengelolaa!
Risiko Tahun
201X

Februari -
Maiet
Tahun
201X+ 1

Reviu APIP Evaluasi
pengelolaan risiko
oleh APIP

Inspektorat
(APIP
Daerah)

Laporan
Evaluasi
Pengelolaan
Risiko

Penilaial
Maturitas SPIP

- Kepa.la
Daerah

- Kepala
OPD

- lnspeldorat
(APIP)
Daerah

Laporan
Penilaian
Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH
A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Provinsi Papua Tengah adalah
sebagai berikut :
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Struktur 1

Struktur Pengelola Risiko
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Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab
Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang
menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;

2. Koordinator penyelenggaraan
Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan
risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan
pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu;
a. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan

risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
c. Memfasilitasi proses penilaian risiko;
d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3. Unit pemilik risiko
Unit Pemilik Risiko (UPR) adalah sebagai berikut:
a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Papua Tengah:

1) Gubernur Papua Tengah sebagai Ketua;
2l Kepala BAPERIDA Provinsi Papua Tengah sebagai

koordinator merangkap anggota;
3) Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,

Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala
UPTD sebagai anggota.

b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2:
1) Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,

Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala
UPTD selaku pemilik risiko tingkat OPD sebagai ketua;

2) Sekretaris OPD/ Kepala Bagian/ Bidang yang menangani
perencanaan pada OPD sebagai koordinator teknis
merangkap anggota;

I Gubernur

S&ads oEsalr

T tfilA GGU GIAWASPINGAWAI|I

I Uil[PtMltiln6fl0Tx Estt0tl2

Seh/an (@la

Wrr/oPD
rEp€{[ hadr

Srk,lh r(@laUrT0

s@

un{ l@ulffr
Asa S€idai Un(

y'| Dtu4d

Sef,, Be trr

kpsla 8&r
&rdl

Seh',8!6r€ E
sdb*@

sd6

s@

. rcon0Mmn ffilYtulcclt Ali

PtilGfl.Or.A R6(0

. u rPtMt (Rs(otl. tldml
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3) Seluruh Kepala Baganl Bidang/ Irban pada OPD yang
bersangkutan sebagai anggota.

c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3:
1) Kepala Bagian/ Bidang, selaku pemilik risiko tingkat

kegiatan sebagai ketua;
2) Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi atau Pegawai/ Staf

yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada
OPD sebagai koordinator;

3) Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi pada
Bagian/ Bidang yang bersangkutan sebagai anggota.

Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut
a. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (rrsk assessment) atas

risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta
melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-
masing;

b. Melaporkan peristiwa risiko yang te{adi dalam pelaksanaan
kegiatan sehari-hari;

c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja
dan peristiwa risiko yang te{adi di masa lalu dalam unit keda
masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (earlg uaming
indicatofi dan sebagai dotabase untuk memprediksi keterjadian
risiko di masa yang akan datang;

d. Menl'usun hasii penilaian risiko (nsk assessment) untuk
dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;

e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko
tentang pelaksanaan pengendalian risiko;

f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan
pengendalian.

4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda
Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari;
a. Gubernur sebagai ketua;
b. Kepala BAPERIDA Provinsi Papua Tengah sebagai koordinator

merangkap anggota;dan
c. Kepala OPD yang ditunjuk sebagai anggota.

Komite Pengelolaan Risiko memiliki wewenang dan tugas sebagai
berikut:
a. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:

1) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko
Pemerintah Daerah;

2) menetapkan kebijakan penerapurn Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria
Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera
Risiko;

3) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak
Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;dan

4) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan
Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi,
bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di
lingkungan Pemerintah Daerah.

b. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
1) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko

Pemerintah Daerah;
2) men5,'usun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko

Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria
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Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera
Risiko;

3) mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan,
supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan
Pemerintah Daerah;dan

4) membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan
risiko yang disampaikan kepada Gubernur cq. Sekretaris
Daerah.

c. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
1) membantu ketua dalam menJrusun petunjuk pelaksanaan

pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
2) membantu ketua dalam men)'usun kebijakan penerapan

pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori
Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, l,evel Risiko,
dan Selera Risiko;

3) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan
Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi,
bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di
lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Unit kepatuhan
Asisten Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau
pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di
lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah, yaitu:
a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
b. memarrtau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan

risiko;dan
d. membuat laporan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan

risiko yang disampaikan kepada Gubernur cq Sekretaris
Daerah.

6. Penanggung jawab pengawasan.
Inspektur Provinsi sebagai penanggung jawab pengawasan
berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan
pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, yaitu:
a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko

pada Pemerintah Daerah;
b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas

pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah;

c. melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap rancang bangun serta
implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan
segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah
dengan tahapan sebagai berikut:
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Alur 1. 1
Proses Pengelolaan Risiko

Penilaian Risiko

,J......-===

_________!__
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Proses pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yaitu:
1. Identifikasi kelemahal lingkungan pengendalian

a. ppenilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
b. penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui

reviu dokumen;
c. survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control

Enuirontment Eualuation (CEE) ; dan
d. simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan

wajib/pilihar.

2. Penilaian Risiko
a. Penetapan Konteks/ Tujuan

1) menetapkan konteks/ tujuan dan pemilihan tujuan urus.rn
wajib/ pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;

2) persiapan penilaian risiko urusan wajib/ pilihan;
a) menetapkan kriteria dal skala dampak dan kemungkinan

risiko;
b) menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

b. Identifikasi Risiko
c. Analisis Risiko

1) melakukan alalisis dampak dan kemungkinan risiko;
2) memvalidasi risiko;
3) melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang

dibutuhkan;
4) menyusun Rencana Tindak Pengendaliar (RTP)

a) merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan
lingkungan pengendalian;

b) merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
dalam rangka mengatasi risiko;

c) menyelaraskan rencara tindak pengendalian;
d) menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP;

dan
e) menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan

RTP.

ldentifikasi Kelemahan
Lingkungan Pengendalian (1)

Penetapan Kontek/Tujuan

ldentifikasi Risiko

(n

E
0)

+
(B

tr

E

(d

Kegiatan Pengendalian (3)

Analisis Risiko
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3. Kegiatan Pengendalian
a. pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau

penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut
dari RTP;

b. pelalsanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi Pengkomunikasian pengendalian yang

dibalgun.
5. Pemantauan

a. Pemaltauan atas implementasi pengendalian;
b. Pemantauan kejadian risiko.

C. Tahapan Pengelolaan risiko
l. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Tujuannya adalah penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian
pelaksanaar urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Provinsi Papua
Tengah
Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan
wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Persiapan Penilaian

1) Persiapan Data;
Data yang digunakan untuk menilai lingkungan
pengendalian urusan wajib/ pilihan Pemerintah Daerah dapat
berupa:
a) Laporan hasil audit pada Pemerintah Daerah yang

bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja,
dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;

b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan
wajib/ pilihan oleh Inspektorat Provinsi;

c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan
wajib/ pilihan Pemerintah Daerah;

d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/ pilihan
Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media
massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain
yang relevan.

2) Penyusunan lembar kuesioner survey lingkungan
pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner.

b. Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu
Dokumen.
Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah
Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran
permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian.
Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang
dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.

c. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE
Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi
pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan
Pengendalian urusan wajib/ pilihan Pemerintah Daerah. Survei
tersebut dapat menggunakan metode Control Enuironment
Eualuation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas
pengendalian I Control Sef ,Assessment (CSA) yang diaplikasikan
pada Lingkungan Pengendalian.
Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu
diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarilikasi
kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan
wajib/ pilihan yang dilakukan penilaian.
Format Lingkungan Pengendalian intern disajikan dalam
Lampiran 3 Form 1 .a.
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d. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian
Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi,
selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada
Pemerintah Daerah dengan menggunakan Kertas Kerja
sebagaimana disajikan dalam lampiran 5 Form 1.c.

2. Penilaian Risiko
Langkah-langkah dalam penilaian risiko yaitu:
a. Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan

dilakukan penilaian risiko

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan
"konteks/ tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-
tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis
(entitas) OPD, dan tingkat operasional OPD yang selanjutnya akan
dilakukan peniiaian risikonya.
Tujuan dari tahap penetapan konteks/ tujuan adalah untuk
memperoleh informasi Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan dan
indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran pada
tahap ini adalah adanya daftar Tujuan/ Sasaran/ Program /
Kegiatan, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah
Daerah, entitas OPD, dal tingkat kegiatan yang sudah
didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan
OPD.
Pemilihan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko
didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut
merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih
memiliki banyak permasalahan da-lam pencapaiannya, serta
penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan
tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas
nasional yang tercantum dalam RPJMN. Penilaian risiko dan
pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai
kebutuhan.
Proses penetapan konteks/ tujuan untuk tiap-tiap tingkat
dijelaskan sebagai berikut:
1) Penetapan Konteks/ Tujuan Strategis Pemerintah Daerah

Penetapan konteks/ tujuan strategis Pemerintah Daerah pada
dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang
tertuang dalam RPJMD dan atau RKPD. Namun demikian,
dalam penetapan konteks strategis pemerintah daerah,
Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan
mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan
misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.
Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan
melalui CSA/ FGD dan selanjutnya dituangkan dalam
"Dokumen penetapan konteks/ tujuan strategis Pemerintah
Daerah".
Format penetapan konteks/ tujuan strategis Pemerintah Daerah
disajikar dalam Lampiran 3 Form 2a.

2) Penetapan konteks/tujuan Strategis (entitas) OPD
Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) OPD dilakukan
oleh masing-masing OPD sesuai urusan.
Format penetapan konteks/tujuan strategis OPD disajikan
dalam Lampiran 3 Form 2b.
Langkah-langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas)
OPD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:
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a) Dokumen yang digunakan adalah Renstra OPD dan atau
Renja OPD, serta data terkait lainnya;

b) Identifrkasi tujuan, sasaran, program, dan Indikator
Kinerja Utama OPD terkait dengan urusan wajib/pilihan
yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan
strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks
strategis Pemda;

c) Menetapkan sasaran, program, dan IKU Strategis (entitas)
OPD yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang
akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian
sasaran sesuai kebutuhan;

d) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b.
3) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional OPD

Penetapan tujuan/konteks operasional OPD dilakukan oleh
masing-masing OPD terkait sesuai urusan yang diampunya.
Penetapan tujuan/ konteks operasional OPD dalam rangka
mendukung tujuan strategis OPD.
Format penetapan konteks/tujuan strategis OPD disajikan
dalam Lampiran 3 Form 2c.
Langkah penetapan konteks/tujuan operasional OPD untuk
setiap urusan adalah sebagai berikut:
a) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA OPD, serta

data terkait lainnya;
b) Identifikasi kegiatan utama dan indicator keluaran terkait

dengan tujuan strategis OPD yang sudah dipilih
sebelumnya;

c) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang
akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan
dilakukan penilaian risiko dilakukan untuk seluruh
kegiatan utama. Namun, OPD bisa memilih sebagian
program/ kegiatan/ sasaran sesuai dengan visi dan misi
kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya;

d) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c.
b. Menyiapkan penilaian risiko

1) tdentifikasi Risiko
Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam
pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan
prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang
mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentiltkasi
melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa
yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko,
selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko
antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber
risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan
(controllablel atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollablel ole}l
pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.
Penulisan Kode risiko seb i berikut:

01RSO 20 o1 01
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Penjelasal:
RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis OPD
20 : Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2020
01 = Kode urusan
01 = Kode OPD
01 : Nomor urut risiko
Pengkodean risiko disajikan dalam Lampiral 4.
Teknik identifikasi risiko dengan menggunakan CSA/ FGD.
Peserta CSA/ FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Kepala OPD,
peserta CSA/ FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas)
OPD adalah Kepala OPD dan Kabag/ Kabid OPD, dan peserta
CSA/ FGD tingkat operasional OPD adalah Kepala OPD Kabag/
Kabid OPD serta Kasubbag/ Kasi. Dalam CSA/ FGD, juga
melibatkan fasilitator dan pegawai yalg bertugas untuk
mencatat proses pelaksanaan CSA/ FGD.
Langkah-langkah identifikasi risiko yaitu
a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan
untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat
mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah
Daerah.
Risiko strategis Pemerintah Daerah merupakan:
(1) risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang

menjadi tanggung jawab kepala daerah;
(2) pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala

daerah, atau hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah;
(3) kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat

Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu
pencapaian tujuan strategis OPD terkait;

(4) berupa faktor- faktor di luar pencapaian tujuan strategis
OPD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan
strategis pemda;

(5) melibatkan OPD yang terkait dengan tujuan strategis
yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian
tujuan strategis/ operasional OPD yang memerlukan
penanganan/ tindaka-n oleh kepala daerah;

(6) risiko yang menurut kepala daerah merupakan risiko
yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian
oleh kepala daerah;

(7) Risiko strategis pemda disetujui/ divalidasi kepala
daerah.

Format identifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah
sesuai dengan Lampiran 3 (Form 3a).

b) Risiko Strategis (Entitas) OPD
Identifikasi risiko strategis (entitas) OPD dilakukan untuk
mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancarn
pencapaian tujuan strategis (entitas) OPD yang terkait
dengan tujuan strategis pemda yang dipilih pada tahap
penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko
strategis OPD:
(1) Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang

disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi
tanggung jawab kepala OPD (kebijakan kepaia OPD/ SOP
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OPD, monitoring kepala OPD dan sebagainya. Dimana
pengendalian yang nantinya dirancang merupakan
tanggung jawab yang diiakukan oleh kepala OPD;

(2) Risiko strategis OPD dapat berupa potensi kondisi yang
memerlukan pengendalian di tingkat OPD (Kebijakan
kepala OPD/ SOP OPD, monitoring kepala OPD d11)

untuk memastikan/ membantu pencapaian tujuan
strategis OPD terkait.

(3) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-
faktor di luar pencapaian tujuan operasional OPD yang
dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis OPD.

(4) Perlu melibatkan Kabid / pegawai yarrg terkait dengan
tujuan strategis OPD yang dipilih untuk menjaring
permasalahan pencapan tduan strategis/ operasional
OPD yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh
kepala OPD.

(5) Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang menurut
kepala OPD merupakan risiko yang penting, sehingga
diperlukan langkah pengendalian oleh kepala OPD.

(6) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/ divalidasi
Formulir Identifikasi Risiko Strategis OPD disajikan
dalam Lampiran 3 Form 3b.

c) Risiko operasional
Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk
mengidentilikasi kemungkinar kejadian yang dapat
mengancam pencapaian tujuan kegiatan OPD.
Formulir Identihkasi Risiko Operasional OPD disajikan
dalam Lampiran 3 Form 3c.

2) Analisis Risiko
a) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Langkah-langkah analisa yaitu
(1) Berdasarkan risiko yang telah diidentihkasi, masing-

masing peserta diminta memberikan skor terhadap
dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang
disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas.
Penentuan skala dampak dan kemungkinan sesuai
dengan Tabel 1.1 dan L.2;

(2) nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta
dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk
mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan
risiko.

(3) hasil analisis atas skala dampak dan kemungkinan
tersebut diperoleh "Matriks Analisis Risiko"

b) Memvalidasi risiko
Hasil analisis risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah
selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah,
sedangkan tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional
OPD dikomunikasikan kepada Kepala OPD untuk divalidasi
dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk
ditangani. Prioritas penanganan risiko sesuai dengan area
pada "Matriks analisis risiko" sesuai dengan Tabel 1.3.
Atas risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani,
dibangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan
munculnya risiko (preuenfif, menurunkan dampak dari
risiko yang muncul (mitigatif | , atau keduanya.
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Bentuk daftar risiko prioritas sesuai dengan Lampiran 3
form5.

c) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan
Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup
penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi
pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang
diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut
selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan
tidak efektif antara lain jika:
(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah

dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang
teridentifikasi;

(2) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang

jelas;
(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan

peraturan diatasnya.
Penilaian terhadap pengendalian yang ada disajikan dalam
Lampiran 3 Form 6.

d) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian
RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat
untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna
mengatasi kelemahan iingkungan pengendalian intern dan
mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentilikasi.
Langkah kerja penyrsuna RTP sebagai berikut:
(1) Merumuskan Tindakan untuk mengatasi kelemahan

Lingkungan Pengendalian Berdasarkan kelemahan
lingkungar pengendalian yang telah teridentifikasi,
dibuat RTP lingkungan pengendalian.

(2) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
dalam Rangka Mengatasi Risiko
RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan
pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko.
Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian
yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung
Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.
Formulir kegiatan pengendalial atas risiko prioritas dan
RTP-nya disajikan dalam Lampiran 3 Form7.

(3) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian
Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua
Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak
perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak
perbaikan kegiatan pengendalian.

(4) Menl,usun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas
RTP , Rancangan informasi dan komunikasi merupakan
rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan
agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian
mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian
sesuai yang diinginkan.
Format rancangan pengkomunikasian pengendalian yang
dibangun sesuai dengan Lampiran 3 form 8.

(5) Menl,usun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko
dan RTP , Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat
mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk
memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya
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dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan
berjalan efektif.
Format Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan
RTP sesuai dengan Lampiran 3 form 9.

3. Kegiatan Pengendalian
Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan
dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada,
langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan
Rencana Tindak Pengendalian.
Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa
kegiatan sebagai berikut:
a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penJrusunan atau

penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut
dari RTP;
Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko.
Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan
prosedur pengendalian. Langkah-iangkah yang perlu dilakukan
dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi;
1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan

perundang- undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur
operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur
pengendalian yang akan dibangun;

2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang
sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat
membentuk tim pen)rusun kebijakan dan prosedur
pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam
dokumen perencanaan apabila diperlukan;

3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
5)Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian

berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang teiah dibuat,
instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan
prosedur ke da,lam kegiatan operasional sehari-hari yang harus
ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak
terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi
Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan disetujui,
dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada,
dilakukan mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada
pihak-pihak terkait misalnya Kepala OPD, Biro/ Bagian Hukum,
peiaksana kegiatan, dan sebagainya. Bentuk pengkomunikasian
bisa berupa Surat Edaran/ Sosiaiisasi I uorkshop/ diseminasi/
upload kebijakan dalam situs resmi/ bentuk lainnya.
Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan
rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap
pen],usunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP (Lampiran 3
form 8). Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi
pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah
Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis
Pemerintah Daerah, dal oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2
untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) OPD, dan
risiko operasional OPD.
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5. Pemantauan
Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai
dari kepala daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon 1 atau Eselon 2),
Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala
Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang
lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan
risiko Pemerintah Daerah oleh Kepala Daerah didelegasikan kepada
Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau
pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemiiik risiko.
Tujuanpemantauan yaitu:
a. Untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah

dilakukan sesuai dengal ketentuan sejak penilaian kelemahan
lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan
kegiatan pengendalian;

b. untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah
dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Unit pemilik risiko, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun OPD,
melakukan pendokumentasian keterjadian risiko yang telah
diidentifikasi berupa catatan mengenai kapan risiko terjadi (nsk
euentl dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan
tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas
pengendalian yang telah dilaksanakan.
Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan
Risiko, melakukan evaluasi dan atau pemantauan pengelolaan
risiko dalam bentuk evaluasi terpisah.
Pencatatan pemantauan dam pencatatan keterjadian risiko sesuai
dengan lampiran 3 Fonn lO.

IV. PELAPORAN
Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah
Daerah perlu menJrusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa
Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan berkala Pengelolaan
Risiko Pemerintah Daerah.
A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis
Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan
penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian
Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan
Pelaksanaan Penilaiarr Risiko. Laporan pelaksanaal penilaian risiko
dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah,
dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhal
Internal. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko
tingkat strategis Pemerintah Daerah dibicarakan dengan Kepala Daerah
dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko
tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD dibicarakan
dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait. Bentuk laporan sesuai
dengan Lampiran 5a.

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara tahunan. Pelaporan
untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit
Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis
OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik
Risiko Tingkat Eselon 2. Laporar:. berkala tersebut dibuat oleh Unit
Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada
Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.



-18-

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:
1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Ke{a Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Ta-l.unan.

2. I.aporan Tingkat OPD, meliputi:
a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan

Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap
OPD Triwulanan;

b. Laporan fusiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan
Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh
setiap OPD Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah

Daerah Triwulanan;
b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah

Daerah Tahunan.
Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan
kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit
Kepatuhan Internal. Bentuk laporan disajikan dalam Lampiran 5b dan
5c.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan
internal
Laporan berkala tahunan kegiatan pemartauan pengelolaan risiko
disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala
Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
Bentuk laporan disajikan dalam Lampiran 5d.
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